BUPATI BOGOR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
NOMORE TAHUN 2000

TENTANG:

TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN
ATAU PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

)

BUPATI BOGOR,

bahwa guna menunjang kelancaran pelaksanaan
lugas kepala desa, periu dbanlu dengan perangkat
desa;

bahwa untuk mengangkal dan alau memith perangkat
desa sebagaimana dmaksud dalam huruf 3

dperiukan adanya pedoman yang dietapkan dengan
peraturan daerah.

. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 {entang

Pemeriniahan Daerah Kabupalen dalam Lingkungan
Jawa Baral [Benta Negara Tahun 1950 Nomor 8);

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 fentang
Pemerintahan Daerah {Lembaran Negara Tahun 1998
Nom or 60, Tambahan Lembaran Negara Nom or 3839);

3Kepulusan ...



-

3. Keputusan Menten Dalam Negeri Nomor 63 Tahun
1999 tentang Pefunjuk Pelaksanaan dan Penyesuaian
Peristiahan Datam Penyelenggaraan Pemenniahan
Desa dan Kelurahan; )

4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomar 64 Tahun
1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai
Desa.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOGOR
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
! TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN

: ATAU PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN
PERANGKAT DESA.

e

BABI
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam peraturan daerah ini yang dmaksud dengan :
1. Pemerintah Pusat yang seanjulnya dsebul

; Pemenntah, adalah Perangkat Negara Kesatuan

Republik Indonesia yang terdri dari presiden bes
para menteri. -



. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten

Bogor.

3. Bupali adalah Bupati Bogor.
4. Camal adalah kepala kecamalan sebagai Perangkat

10.

Daerah Kabupaten Bogor.

Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah
kesaluan masyarakat hukum ~yang memiliki
kewenangan unluk mengatur dan  mengurus
kepentingan masyarakal selempat berdasarkan asal
usul dan adat isliadat selempat yang dakui dalam
sislem pemeriniahan nasional dan berada di daerah
kabupalen.

Pemeriniehan desa adalah kegiatan pemernntahan
yang diaksanakan deh Pemeriniah Desa dan Badan
Perwakilan Desa.

Pemerintah desa adalah kepala desa alau yang
dsebut dengan nama lain dan perangkat desa.

Kepala desa alau yang dsebut dengan nama lan
adalah pimpinan Pemenntah Desa.

Perangkat desa adalah pembantu kepala desa yang
lerdri dari unsur slaf, unsur pelaksana lekris dan
unsur wilayah.

Badan Perwakilan Desa atau yang dsebut dengan
nama lain, selanjulnya dsebut BPD adalah badan
perwakiian yang lerdri atas pemuka-pemuka
masyarakat yang ada d desa yang berfungsi
mengayomi adat isliadat, membuat peraluran dess,

menampung .......



menampung dan menyakwkan aspirasi masyarakal,
serta melakukan pengawasan terhadap
peniyelenggaraan Pemerintahan Desa.

11. Pejabat adalah PNS diingkungan Pemenntah
Kabupaten Bogor.

BAB Ii
PERSYARATAN CALON PERANGKAT DESA
Pasal 2

" Yang dapat menjad perangkal desa adalah warga desa
selempat warga negara Indonesia yang memenuhi
persyaralan sebagai benkut :

a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

b. selia dan taal kepada Pancasila dan Undang-undang
Dasar 1945 Negara dan Pemerintah Republik
Indonesia;

¢. berkelakuan baik, jujur, adl, cerdas, dan berwibawa;

d. tidak pemah teribat langsung maupun tidak langsung
dalam suatu kegialan yang menghianali Negara
Kesatuan Republik indonesia berdasarkan Pancasila
dan Undang-undang Dasar 1945 seperti  G-30 S/PKI

dan alau kegiatan organisasi lerlarang lainnya;

e. lidksk pemah djaluhi hukuman pidana berdasarkan
keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan
hukum yang tetap;

fsehal .......
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f. sehat jasmani dan rohani;

g. terdafiar sebagai warga desa dan berlempat fnggal
tetap d desa yang bersangkulan sekurang-kurangnya
satu {ahun terakhir dengan tidak berputus-pulus;

h. berumur sekurang-kurangnya 18 fahun dan sefinggH
tingginya 51 tahun;

i. berpendidikan serendah-rendahnya SLTP alau yang
sederajat.

BAB i
MEKANISME PEMILIHAN ATAU
PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 3

Perangkal desa dapal dpiih alau dangkat lanpa
pemiihan sesuai dengan kondisi sosial budaya
masyarakal setempat, dari warga desa yang memenuhi
persyaratan sebagaimana dmaksud dalam Pasal 2.

Pasal 4

Pengangkatan perangkal desa tanpa pemilihan,
dietapkan dengan kepulusan kepala desa seldah
mendapat persetujuan BPD.
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Pasal 5

Dalam hal pengangkatan perangkal desa dengan
pemithan, maka pemiihan tersebut diakukan uniuk

jabatan-jabatan sekretaris desa, pelaksana seperli urusan
pengairan {ulruki) dan urusan pamong tani desa
{pacalang) serla kepala dusun dengan mekanismenya
dalur sebagai berikut :

a. Kepala desa mengajkan calon yang memenuhi
persyaralan sebagaimana dmaksud dalam pasa 2,
kepada BPD sekurang-kurangniya 2 {dua) arang atau
sebanyak-banyaknya 3 (liga) orang;

b. Khusus bagi kepala dusun, calon yang diajukan oleh
kepala desa, adalah alas dasar usulan dari para kelua
RT dan kelua RW d dusun tersebut;

¢. Pemilihan dlakukan oeh anggola BPD dalam sualu
rapal parpuma yang dhadn oleh sekurangkurang-
nya 23 {dua pertiga) anggota BPD;

d. Jika perhilungan 2/3 {dua pertiga) dari jumiah anggola
BPD yang hadr, menghasikan angka dibelakang
koma, maka dbulatkan ke alas;

e. Dalam hal terdapat penyimpangan persyaralan calon
sebagaimana dmaksud dalam Pasal 2, maka sebelum
diakukan pemiihan, BPD terdebh dahuli meminta
perselujuan bupati;

f. Calon terpilih adalah calon yang mendapat dukungan
suara terbanyak;



g Nama calon teppith sebagaimana dmaksud dalam
huruf ¢ dsampakan deh BPD kepada kepala desa
untuk dietapk an.

BABIV
MASA JABATAN
Pasal 6

Masa jabalan perangkal desa adalah § (iima) {ahun,

terhitung sejak pengangkalan, dan dapat dangkat alau
dpilih kemba.

BAB V
LARANGAN BAGI PERANGKAT DESA
Pasal 7
Perangkat desa dlarang bersikap tidak adil, diskriminatif

serla mempersufit dalam membenkan pelayanan kepada
masyarakal.



BAB VI

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

Pasal8

(1) Perangkat desa berhenti alau dberhenlikan, karena :

b.

C.

meninggal dunia ;
alas permintaan sendii;
telah dangkat pejabat yang baru ;

tidak lagi memenuhi salah salu syaral sebagaimana
dmaksud dalam pasal2;

findakan-tindakan yang menghilangkan kepercaya-
an penduduk desa;

sebab-sebab lan yang berlentangan dengan
peraturan perundang-undangan yang berdaku dan
atau norma-norma dalam kehidupan masyarakat
desa setempat;

melanggar larangan sebagaimana dmaksud dalam
pasal 7.

{2) Pemberhentian perangkal desa karena alasan-alasan
sebagaimana dmaksud dalam ayat (1), kecuali huruf

a

dlakukan oleh kepala desa sefelah mendapat

persetujuan dari BPD.

BABVII ...



BABVII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 9

Hathal yang belum datur dalam peraturan daerah inj

sepanjang mengenai pelaksanaannya datur lebih lanjut
oleh bupati.

Pasal 10

Dengan berlakunya peraturan daerah inj maka Peraturan
Daerah Kabupalen Bogor Nomor 141/Perda 08/DPRD/
1983, tentang Persyaratan Tala Cara Pengangkatan dan
Pemberhentian Sekrelaris Desa, Kepala Urusan serla
Kepala Dusun, dcabut dan dnyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraluran daerah ini mulai berdaku pada tanggal
dundangkan.

Agar ......
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Agar sefiap orang mengetahuinya, memenintahkan
pengundangan peraturan daerah ini dengan penempatan-
nya dalam lembaran daerah.

Ditetapkan di Cibinong.
pada tanggal 27 Mei 2000.

BUPATI BOGOR,
ttd
AGUS UTARA EFFENDI
Diundangkan di Cibinong.
pada tanggal 27 Mei 2000.

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOGOR,

ttd

DUDDY SUJUDI
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BOGOR
TAHUN 2000  NOMOR 16
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Salinan sesuai dengan aslinya

ASISTEN TATAPRAJA

Drs.H. YUYUN MUSLIHAT, MM,
PE MB INIA
NIP. 010. 081.222.




